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MOTO 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  

(QS. Al-Insyirah: 6-8) 

“One step at a time.” (Lily Calloway) 
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Pada dasarnya anak dibawah 18 tahun dilarang untuk bekerja sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan 

tetapi, adanya peraturan tersebut tidak mengurangi adanya pekerja anak di 

Indonesia terutama dalam sektor informal. Pekerja rumah tangga anak adalah salah 

satu pekerja anak di sektor informal yang termasuk dalam kategori pekerjaan 

terburuk bagi anak dengan usia di bawah 18 tahun karena pekerjaan tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang buruk terhadap perkembangan, kesehatan dan 

keselamatan anak. Pekerja rumah tangga anak sangat rentan dilecehkan secara 

seksual, mengalami kekerasan secara verbal maupun fisik. Kemungkinan mereka 

dieskploitasi semakin besar karena mereka mulai bekerja tanpa adanya pengaturan 

kerja yang jelas. Selain itu, anak-anak ini sangat rawan tidak melanjutkan 

pendidikan atau putus sekolah karena waktu bekerjanya yang tidak menentu. 

Pekerja rumah tangga anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dalam 

segala bentuk untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak mereka 

terutama mengenai hak anak atas perlindungan. Hak-hak ini perlu dipenuhi dan 

dilindungi agar mereka dapat hidup dengan tumbuh dan kembang yang baik dan 

ideal, hidup dengan rasa aman dan terlindungi dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 28B ayat (2) UUD 

1945 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan hukum normatif dengan tipe 

penelitian yaitu penelitian terhadap sistematika hukum yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi aturan mengenai pekerja rumah tangga anak, hak dan kewajiban 

anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, peristiwa hukum, hubungan antara 

pekerja rumah tangga anak dengan hak asasi manusia. Sifat penelitian, yaitu bersifat 

preskriptif sehingga peneliti menggunakan pendekatan penelitian pendekatan 

undang-undang atau perundang-undangan (statute approach). Dalam penulisan 

penelitian ini sumber jenis yang akan terutama digunakan yaitu menggunakan jenis 

penelitian sekunder. Jenis sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan 

hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-

bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar yang berkaitan dengan 

pekerja rumah tangga anak dan penelitian ini menggunakan sumber data utama 

jenis data sekunder karena dalam penelitian ini sumber didapatkan oleh peneliti 

tidak dikumpulkan secara langsung tetapi menggunakan bahan lain seperti dari 

beberapa buku, artikel jurnal, situs atau sumber lain yang mendukung peraturan 

yang mengatur tentang perlindungan dan hak asasi pekerja rumah tangga anak. 
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Pekerja rumah tangga anak diberikan upaya perlindungan hukum oleh negara dalam 

bentuk upaya untuk mencegah pelanggaran hukum seperti dengan membatasi jenis 

pekerjaan yang diperbolehkan atau tidak untuk dilakukan pekerja anak dengan 

mekanisme yang menentukan syarat tertentu terhadap pengusaha atau perusahaan 

yang mempekerjakan pekerja anak. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan, seperti 

pada Pasal 69 ayat (1), “anak yang berumur antara 13-15 tahun dapat melakukan 

pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, 

mental, dan sosial”. Kemudian dalam pada Pasal 71 dijelaskan lebih lanjut bahwa 

Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi syarat, yaitu seperti anak 

berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali. Kemudian 

perlindungan hukum yang mengupayakan pemulihan permasalahan yang ada dapat 

dicapai dengan adanya aturan mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak yang 

melanggar hak-hak anak seperti mengeksploitasi ekonomi atau seksual terhadap 

anak yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Kemudian upaya perlindungan lainnya, yaitu pada Pasal 59A 

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dilakukan penanganan yang 

cepat terhadap anak, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, 

dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, 

pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian 

bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian 

perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. 

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga telah memiliki nilai-nilai dan 

ketentuan berdasarkan HAM, dimana Indonesia telah mengenali dan mengakui 

keberadaan pekerja rumah tangga anak sebagimana dijelaskan di dalam Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 

mengenai Pelanggaran  dan  Tindakan  segera  Penghapusan  Bentuk-Bentuk  

Pekerjaan Terburuk untuk Anak, bahwa salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi 

anak adalah anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ketentuan-ketentuan 

yang ada, mengandung arti bahwa hak anak harus dilindungi dari eksploitasi 

ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu 

pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan 

perkembangan sosial anak. Meskipun telah ada peraturan-peraturan tentang pekerja 

anak yang telah sesuai dengan nilai-nilai HAM, akan tetapi masih banyak kasus 

kekerasan yang terjadi kepada pekerja rumah tangga maupun pekerja rumah tangga 

anak sehingga hal ini mendesak perlu adanya peraturan khusus yang melindungi 

pekerja-pekerja tersebut. Keberadaan mereka seharusnya sudah menjadi alasan 

yang cukup agar RUU PPRT yang ada saat ini dapat segera disahkan, karena hak-

hak pekerja rumah tangga terutama pekerja rumah tangga anak perlu untuk diakui, 

dipenuhi dan dilindungi.  
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ABSTRAK 

Banyaknya pekerja anak terutama dalam sektor informal di Indonesia melahirkan 

peraturan yang berkaitan dengan pekerja anak, salah satunya UU No. 13/2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa anak dibawah 18 tahun dilarang 

untuk bekerja. Selain itu, berdasarkan UU No. 20/1999 tentang Pengesahan 

Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, 

usia minimum anak dapat bekerja adalah 15 tahun, dijelaskan pula mengenai 

keadaan tertentu yang memperbolehkan anak untuk memiliki pekerjaan. Meskipun 

ada beberapa peraturan tersebut, kenyataannya masih banyak anak yang bekerja 

dan kehilangan haknya sebagai anak, salah satunya anak yang bekerja sebagai 

pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga anak adalah salah satu bentuk 

pekerjaan terburuk bagi anak karena rentan dieskploitasi, membahayakan kesehatan 

fisik dan mentalnya, serta tumbuh kembangnya karena kondisi tempat mereka 

bekerja. Rumah pribadi seseorang adalah tempat mereka bekerja yang merupakan 

tempat kerja yang tertutup sehingga sulit untuk mengetahui atau mengawasi anak 

yang bekerja. 

Walaupun pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hukum dengan adanya 

peraturan yang melarang ataupun memberi syarat untuk melindungi dan memenuhi 

hak pekerja rumah tangga anak seperti dengan adanya UU No. 39/1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalam UUD 

1945 yang mengemukakan pengakuan terhadap hak anak berupa hak untuk hidup, 

tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, tetapi perlindungan hukum itu masih bersifat umum dan belum ada 

peraturan khusus mengenai pekerja rumah tangga anak. Oleh karena itu, tanggung 

jawab negara Indonesia terhadap pekerja rumah tangga anak dapat diwujudkan 

adanya melalui penyusunan undang-undang dan peraturan khusus. 

Kata Kunci (keyword): pekerja rumah tangga anak, perlindungan hukum, hak asasi 

manusia 
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